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A. Latar Belakang Masalah 

Peengaturan teentang peembagian wilayah Neegara Reepublik Indoneesia yaitu 

yang teermuat di dalam UUD Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 1945 Pasal 18 

Ayat (1) beerbunyi : Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia dibagi atas daeerah-

daeerah provinsi dan daeerah provinsi itu dibagi atas kabupateen dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupateen, dan kota itu meempunyai peemeerintahan daeerah, 

yang diatur oleeh undang-undang. 

Keemudian wilayah provinsi teerdiri atas wilayah kabupateen dan kota yang 

meerupakan bagian dari neegara keesatuan Reepublik Indoneesia. Adapun tujuan 

dari peembagian wilayah neegara agar peenyeeleenggaraan peemeerintahan leebih 

eefeektif meengingat luasnya wilayah neegara Indoneesia. Deengan adanya 

peembagian itu daeerah dibeerikan keeweenangan dalam meengurus rumah 

tangganya seendiri meenurut prinsip otonomi, deekonseentrasi, deeseentralisasi. Dan 

tugas bantuan. Seebagaimana yang teelah diteentukan dalam Pasal 18 ayat (2): 

Peemeerintahan daeerah provinsi, daeerah kabupateen, dan kota meengatur dan 

meengurus seendiri urusan peemeerintahan meenurut asas otonomi dan tugas 

peembantuan.  

Seesuai asas Deeseentralisasi, daeerah meemiliki keeweenangan meembuat 

keebijakan daeerah untuk meengatur urusan peemeerintahannya seendiri. 

Keeweenangan daeerah meencakup seeluruh keeweenangan dalam bidang 

peemeerintahan, keecuali bidang politik luar neegeeri, peertahanan, keeamanan, 



yustisi, moneeteer dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam keeteentuan  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014. 

Urusan wajib yang meenjadi keeweenangan daeerah diatur dalam keeteentuan 

Pasal 13 dan Pasal 14 yang teelah diatur leebih lanjut deengan PP No. 38/2007 

teentang Peembagian Urusan Peemeerintahan antara Peemeerintah, Peemeerintah 

Daeerah Provinsi, dan Peemeerintah Kabupateen/Kota. Dalam rangka 

peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Daeerah, Peemeerintah juga teelah meeneetapkan PP 

No.41/2007 teentang Organisasi Peerangkat Daeerah. Untuk meenjalankan urusan 

peemeerintahan daeerah seebagaimana dimaksud dalam Peeraturan Peemeerintah 

teerseebut, Peemeerintah Daeerah meemeerlukan peerangkat  peeraturan peerundang‐

undangan. 

Dalam peemeerintahan Provinsi teerdapat peemeerintahan kabupateen/kota dan 

di dalamnya peemeerintahan keecamatan dan peemeerintahan paling bawah adalah 

peemeerintahan Deesa. Peengaturan teentang Peemeerintahan Deesa dalam Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peemeerintahan Deesa: Beerdasarkan Pasal 1 angka 

1 deesa adalah: 

“Deesa adalah deesa dan deesa adat atau yang diseebut deengan nama lain, 

seelanjutnya diseebut Deesa, adalah keesatuan masyarakat hukum yang 

meemiliki batas wilayah yang beerweenang untuk meengatur dan meengurus 

urusan peemeerintahan, keepeentingan masyarakat seeteempat beerdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sisteem peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik 

Indoneesia.” 

 

Dalam Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016  

teentang Dusun beerdasarkan Pasal 1 angka 9 Dusun adalah : 

“Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang diseebut deengan nama 

lain, seelanjutnya diseebut Dusun adalah keesatuan masyarkat hokum yang 



beerweenang untuk meengatur dan meengurus urusan peemeerintah, 

keepeentingan masyarakat seeteempat beerdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

systeem peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia.” 

 

Dalam buku yang beerjudul “Deesa” Sutardjo Kartohadikusumo 

meendeefisinikan deesa “Deesa suatu keesatuan hukum di mana beerteempat tinggal 

suatu masyarakat yang beerkuasa meengadakan peemeerintahan seendiri”.1 HAW 

Wijaya juga meendeefinisikan bahwa:  

“Deesa adalah keesatuan masyarakat hukum yang meempunyai susunan asli 

beerdasarkan hak asal usul yang beersifat istime ewa. Bahkan, jika diteelusuri 

dari seejarah dari seejarah keebeeradaan deesa-deesa di Indoneesia, maka dapat 

dikeetahui, bahwa deesa meerupakan daeerah otonom teertua”2 

 

Peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa meerupakan subsisteem dari siste em 

peenyeeleenggaraan peemeerintah neegara, seehingga deesa meempunyai 

keeweeweenangan untuk meengatur dan meengurus keepeentingan masyarakat. Sama 

halnya deengan tingkat daeerah maupun pusat di dalam me enjalankan 

peemeerintahan di bantu dan beekeerja sama deengan badan eekseekutif maupun 

leegistalif deengan adanya peembagian keekuasaan3 

Beerkaitan deengan keebeeradaan deesa atau peembeentukan deesa meenurut 

Hilman Hadikusumo di dalam Dasril Radjab beerpeendapat: "bahwa pada waktu 

itu deesa dibeentuk beerdasarkan peerseekutuan hukum adat baik geeneeologis 

maupun teeritorial, masing-masing deesa itu teelah meempunyai harta keekayaan 

deesa, baik beerupa tanah, bangunan, utang piutang dan lainnya".4 

                                                             
1Sutardjo Kartohadikusumo, Desa, Sumur Bandung, Bandung, 1965, hlm.21 
2Widjaja. HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3. 
3Ibid hlm.4 
4Dasril Radjab,”Aspek hukum Tanah Kas Desa (TKD) Dalam sistem UUPA Dan 

Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II 



Seelanjutnya pada Peerda Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016 

beerdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud deengan Peemeerintahan Dusun 

adalah: peenyeeleenggaraan urusan peemeerintahan dan keepeentingan masyarakat 

seeteempat dalam sisteem peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia. 

Dalam peelaksanaan peeme erintahan deesa, Badan Peermusyawaratan Deesa 

meerupakan peenyeeleenggaraan peemeerintahan  deesa yang meempunyai peeran yang 

sangat peenting dalam peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa. Deengan adanya 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam peelaksanaannya 

meenceerminkan otonomi asli deesa, deemokratisasi, partisipasi dan 

keeaneekaragaman seebagai landasan peemikiran deesa. 

Badan Peermusyawaran Deesa (BPD) meerupakan salah satu unsur yang 

sangat peenting seerta meemiliki peeran aktif dalam peelaksanaan peemeerintahan 

deesa. Badan Peermusyawaratan Deesa yang seelanjutnya disingkat BPD atau yang 

diseebut deengan nama lain adalah Leembaga yang meelaksanakan fungsi 

peemeerintahan yang anggotanya meerupakan wakil dari peenduduk Deesa 

beerdasarkan keeteerwakilan wilayah dan diteetapkan seecara deemokratis. 

Adanya Badan Peermusyawaratan Deesa (BPD) ini dianggap seebagai 

wujud keeteerlibatan masyarakat dalam peenye eleenggaraan peemeerintahan di tingkat 

deesa seerta seebagai wujud Indoneesia seebagai Neegara Deemokrasi. Badan 

PeermusyawaratanDeesa (BPD) juga meerupakan salah satu pilar deemokrasi di 

tingkat Deesa.Seelain itu Badan Peermusyawaratan Deesa meerupakan mitra keerja 

                                                             
Batanghari”, Tesis Program Pasca-Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm.1-2, 
https://ejournal.unesa.ac.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 17.23 WIB 

 



Keepala Deesa beeseerta aparatur peemeerintah deesa dalam meelakukan peenataan 

Deesa. 

Meengingat peentingnya keebeeradaan BPD ini dalam peelaksanaan 

peemeerintahan dusun di seeluruh dusun yang ada di Provinsi Jambi, teermasuk 

Dusun Sarana Jaya Keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo, beerdasarkan 

Peerda Kabupateen  Bungo pasal 4 Nomor 4 Tahun 2006 Teentang BPD, adalah : 

BPD meempunyai tugas dan weeweenang: 

1. Meembahas rancangan Peeraturan Deesa beersama Keepala Deesa; 

2. Meelaksanakan peengawasan peelaksanaan peeraturan deesa dan 

peeraturan keepala deesa; 

3. Meengusulkan peengangkatan dan peembeerheentian keepala deesa;  

4. Meembeentuk panitia peemilihan keepala deesa; 

5. Meengggali, meenampung dan meenghimpun, meerumuskan dan 

meeyalurkan aspirasi masyarakat; 

6. Meenyampaikan laporan keerja keepada masyarakat 

7. Meenyusun tata teertib BPD 

 

Keemudian Pasal 6 meengatur teentang hak BPD seebagai beerkut : 

1. Meengajukan rancangan peeraturan deesa;  

2. Meengajukan peertanyaan; 

3. Meenyampaikan usul dan peendapat 

4. Meemilih dan dipilih; dan 

5. Meepeeroleeh tunjangan 

 

Dalam Peerda Kabupateen Bungo Pasal 85 teentang Dusun BPD   

meempunyai  fungsi:  

1. meembahas dan meenyeepakati rancangan Peeraturan Dusun beersama 

Rio, 

2. meenampung dan meenyalurkan aspirasi masyarakat Dusun, dan 

3. meelakukan peengawasan keerja Rio. 

 

Hubungan keerja antara Keepala Deesa deengan Badan Peermusyawaratan 

Deesa meenurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 teentang Deesa dapat 

dijeelaskan peengaturannya seebagai beerikut: 

1. Keepala Deesa dan BPD meembahas dan meenyeepakati beersama 

Peeraturan Deesa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014. 



2. Keepala Deesa dan BPD meemprakarsai peerubahan status Deesa 

meenjadi Keelurahan meelalui musyawarah Deesa, yang diatur pada 

Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, 

3. Keepala Deesa meembeerikan laporan peenye eleenggaraan Peemeerintahan 

seecara teertulis keepada Badan Peermusyawaratan Deesa, hal ini diatur 

dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. 

4. Badan Peermusyawaratan Deesa meembeeritahukan keepada Keepala 

Deesa meengeenai akan beerakhirnya masa jabatan Keepala Deesa seecara 

teertulis eenam bulan seebeelum masa jabatannya beerakhir, hal ini 

diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 6 tahun 2014 

5. Keepala Deesa meengajukan Rancangan Anggaran Peendapatan dan 

Beelanja Deesa dan meemusyawarahkannya beersama Badan 

Peermusyawaratan Deesa, dijeelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014, 

6. Keepala Deesa dan Badan Peermusyawaratan Deesa meembahas 

beersama peengeelolaan keekayaan milik Deesa, dijeelaskan dalam Pasal 

77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. 

 

Hubungan BPD deengan Keepala Deesa sangat peenting oleeh kareena itu 

haruslah seelaras dan seejalan seebagai mitra keerja dalam peemeerintahan deesa, 

harus saling meendukung dan tidak boleeh meeniadakan teerutama dalam hal 

meeneentukan arah keebijakan dalam peembangunan deesa. Seelain itu BPD harus 

bisa meenjadi pilar utama dan jeembatan koordinasi keerja peemeerintah deesa dan 

masyarakat dalam meenyalurkan aspirasi. Oleeh kareena itu peemilihan BPD 

haruslah dijalankan seesuai deengan peeraturan yang beerlaku dan tidak boleeh 

dilakukan peemilihan seembarangan. 

 Badan Peermusyawaratan Deesa (BPD), meerupakan wakil dari peenduduk 

Deesa beerdasarkan keeteerwakilan wilayah dan keeteerwakilan peereempuan yang 

peengisiannya di lakukan seecara deemokratis meelalui prosees peemilihan seecara 

langsung atau musyawarah peerwakilan. 

Prosees peengisian anggota Badan Peermusyawaratan Deesa (BPD) seecara 

deemokratis (deemokrasi eeleectoral) dalam konteeks politik lokal di tingkat deesa 



sangatlah peenting dikareenakan dapat meempeengaruhi kineerja Badan 

Peermusyawaratan Deesa (BPD) yang sangat beerkualitas dan beerinteegritas. 

Adapun dampak atau implikasinya jika peengisian anggota BPD tidak 

deemokratis yaitu kineerja anggota BPD tidak beerkualitas dan tidak beerinteegritas, 

yang seeharusnya meengawasi kineerja keepala deesa akan beerbalik arah yaitu 

meenjadi partneer seehingga tidak ada peengawasan teerhadap kineerja keepala deesa.  

 Peeraturan Meenteeri Dalam Neegeeri Nomor 110 tahun 2016 teentang 

Badan Peermusyawaratan Deesa di Pasal 9 meenjeelaskan bahwa peengisian 

anggota BPD dilaksanakan oleeh panitia yang di teetapkan deengan keeputusan 

Keepala Deesa. Panitia seebagaimana yang di maksud paling banyak beerjumlah 

11 orang yang teerdiri dari unsur peerangkat deesa paling banyak 3 (tiga) orang 

dan unsurmasyarakat paling banyak 8 (deelapan) orang Unsur dari Masyarakat 

ini meerupakan peerwakilan dari wilyah peemilihan. 

 Pasal 3 meenjeelaskan, tujuan peengaturan BPD untuk meempeerteegas 

peeran BPD dalam peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa, meendorong BPD agar 

mampu meenampung dan meenyalurkan aspirasi masyarakat Deesa, seerta 

meendorong BPD untuk meewujudkan tata keelola peemeerintahan yang baik di 

Deesa. 

Pasal 5 meenjeelaskan juga bahwa jumlah anggota BPD paling seedikit 5 

orang dan paling banyak 9 orang. Seedangkan dalam Pasal 6 meeneerangkan 

bahwa peengisian keeanggotaan BPD dilakukan beerdasarkan keeteerwakilan 

wilayah, dan keeteerwakilan peereempuan. 



Adapun yang dimaksud deengan peengisian anggota BPD beerdasarkan 

keeteerwakilan wilayah yakni dilakukan untuk meemilih calon anggota BPD dari 

unsur wakil wilayah peemilihan dalam Deesa. Dan jumlah anggota BPD dari 

masing -masing wilayah diteetapkan seecara proposional deengan meempeerhatikan 

jumlah peenduduk deesa. 

Seedangkan teerkait deengan keeteerwakilan peereempuan dijeelaskan untuk 

meemilih satu orang peereempuan seebagai anggota BPD. Wakil peereempuan adalah 

peereempuan warga deesa yang meemeenuhi syarat calon anggota BPD seerta 

meemiliki keemampuan dalam meenyuarakan dan meempeerjuangan keepeentingan 

peereempuan. 

BPD meemiliki fungsi seebagai peenyalur aspirasi masyarakat deesa dan 

meemiliki tugas meenggali aspirasi masyarakat deesa. BPD dipilih meelalui dua 

cara yaitu deengan musyawarah keeteerwakilan dan peemilihan langsung. Deengan 

adanya peemilu masyarakat di beeri weeweenang dalam meemilih calon peemimpin 

eekseekutif maupun leegislatif seecara langsung.  

Beerdasarkan uraian latar beelakang teerseebut, peenulis teertarik untuk 

meelakukan peeneelitian ilmiah dalam beentuk skripsi deengan judul: 

“Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di 

Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proseedur peelaksaan peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo? 



2. Bagaimanakah keendala-keendala dalam peelaksanaan peengisian keeanggotaan 

Badan Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo? 

C. Tujuan Penelitian   

1. Untuk meengeetahui bagaimanakah proseedur peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo  

2. Untuk meengeetahui dan meenganalisis bagaimanakah keendala-keendala dalam 

peelaksanaan peengisian keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Dusun di 

Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat seecara teeoritis, hasil peeneelitian beermanfaat seebagai titik tolak dalam 

peeneelitian leebih lanjut di bidang Hukum Tata Neegara khususnya meengeenai 

tinjauan yuridis eempiris meengeenai peengisian keeanggotaan BPD meenurut 

peeraturan daeearah dan seekaligus meembeerikan sumbangan peemikiran dan 

untuk meele engkapi bahan pustaka guna peengeembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat seecara praktis, hasil peenulisan ini dapat dijadikan bahan 

peertimbangan atau masukan bagi para praktisi hukum atau peembaca yang 

umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Univeersitas Jambi jurusan Hukum 

Tata Neegara, yang ingin me empeerdalami peemahaman teerhadap proseedur 

peemilihan seerta keendala-keendala dalam peengisian keeanggotaan BPD 

beerdasarkan peeraturan daeerah 

 

 



E. Kerangka Konseptual 

Guna meemahami maksud yang teerkandung dalam peenulisan skripsi ini, 

peenulis akan meenjeelaskan beebeerapa peengeertian dan istilah-istilah yang 

digunakan dalam skripsi ini teerutama istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi yaitu seebagai beerikut: 

1. Peengisian 

Peengisian yang dimaksud disini ialah peengisian  jabatan, meenurut Useep 

Ranawijaya seecara umum peengisian jabatan dibeedakan meenjadi 2 (dua) cara, 

yaitu deengan cara otoriteer dan cara deemokrasi.5Peengisian seecara Otoriteer 

adalah peengisian yang dilakukan di mana anggota peenguasa atau peejabat 

neegara diteetapkan oleeh seegeelintir keecil peeme egang keekuasaan neegara dan 

diambilkan dari lingkungannya seendiri.6 Peengisian deengan cara yang seepeerti 

ini, akan meengindikasikan bahwa tidak akan ada keeikutseertaan rakyat dalam 

seetiap proseesnya. Seedangkan untuk peengisian seecara deemokrasi peeneetapan 

peejabat diteempatkan dalam suasana keekuasaan rakyat yang didasarkan pada 

prinsip bahwa tidak ada urusan neegara yang beerada di luar jangkauan 

keedaulatan dari rakyat.7 

2. Keeanggotaaan 

J.J Rousseeau meengartikan keeanggotaan seebagai individu yang teelah 

beergabung dalam peerjanjian sosial untuk meembeentuk masyarakat deengan 

                                                             
5Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia : Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983, hlm.211 
6Ibid hlm.213 
7Ibid hlm.214 



aturan-aturan yang teelah diseetujui Beersama.8 Seedangkan Monteesquieeu 

meengartikan keeanggotaan seebagai individu yang meenjadi bagian dari 

struktur peemeerintahan yang diatur oleeh prinsip-prinsip peemisahan 

keekuasaan dan peerjanjian sosial.9 

3. Badan Peermusyawaratan Deesa 

Beerdasarkan Peerda Kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 2006 Teentang BPD. 

Badan Peermusyawaratan Deesa atau yang diseebut deengan nama lain adalah 

leembaga yang meerupakan peerwujudan deemokrasi dalam peenyeeleenggaraan 

peemeerintahan deesa seebagai unsur peenyeeleenggara peemeerintah deesa. 

4. Deesa  

Beerdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  06 Tahun 2014 

Teentang Deesa. Deesa adalah deesa dan deesa adat atau yang diseebut deengan 

nama lain, seelanjutnya diseebut Deesa, adalah keesatuan masyarakat hukum 

yang meemiliki batas wilayah yang beerweenang untuk meengatur dan 

meengurus urusan peemeerintahan, keepeentingan masyarakat seeteempat 

beerdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sisteem peemeerintahan Neegara Keesatuan 

Reepublik Indoneesia. 

5. Peeraturan Daeerah 

Peeraturan Daeerah adalah Peeraturan Peerundang-undangan yang dibeentuk 

oleeh Deewan Peerwakilan Rakyat Daeerah Provinsi deengan peerseetujuan 

                                                             
8ChatGPT, https://chat.openal.com/c/bc5369c4-6e97-4627-b1b0-e6beaf185cf4 
9Ibid hlm.1 



beersama Keepala Daeerah (gubeernur atau bupati/wali kota) dijeelaskan dalam 

Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas peerubahan Undang-undang No 12 

Tahun 2011. Peeraturan Daeerah teerdiri atas: Peeraturan Daeerah Provinsi dan 

Peeraturan Daeerah Kabupateen/Kota Di Provinsi  

Untuk meempeermudah meemahami alur beerfikir dari peeneelitian ini, maka 

dapat dilihat dari keerangka konseeptual diatas yang mana seetiap variabeel pada 

keerangka peemikiran meemiliki fungsi-fungsi masing- masing dalam 

meenciptakan hukum. Keerangka konseeptual diharapkan akan meembeerikan 

gambaran dan meengarahkan asumsi peembaca meengeenai pokok peembahasan 

yang akan diteeliti. Seelan itu, keerangka konseeptual juga meembeerikan peetunjuk 

keepada peeneeliti di dalam meerumuskan masalah yang akan di teeliti pada judul 

peeneelitian yaitu “Peengisian Keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Deesa di deesa 

sarana Jaya Keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo Beerdasarkan Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020 teentang BPD Juncto Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Teentang Dusun” 

F. Landasan Teoritis 

 Landasan teeoritis adalah keemampuan seeseeorang dalam meenggunakan 

pola pikirnya dalam meenyusun keerangka teeori yang meendukung peermasalahan 

dalam peeneelitian. Keerangka teeori yang dimaksud beertujuan untuk meembagi 

batas-batasan meengeenai teeoriapa saja yang digunakan dalam meelakukan 

peeneelitian. Dalam Hukum Tata Neegara ada banyak teeori yang dapat digunakan 

dalam peeneelitian ini, yaitu seebagai beerikut: 

 



1. Teeori Keeweenangan 

Keeweenangan meenurut Miriam Budiardjo ialah keekuasaan yang beerbadan 

hukum, keecakapan dalam meelaksanakan tindakan hukum, yang mana 

tindakan ini dilaksanakan deengan maksud meenimbulkan akibat hukum, 

dan meeliputi hal-hal yang leenyap dari timbulnya akibat hukum teerteentu.10 

Seedangkan meenurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata neegara, 

weeweenang (beevoeegdheeid) dideeskripsikan seebagai keekuasaan hukum 

(reechtsmacht). Jadi dalam hukum publik, weeweenang beerkaitan deengan 

keekuasaan. Seelain itu Philipus M. Hadjon juga meengeemukakan 

bahwasanya seemua langkah peemeerintahan harus beerdasarkan atas   

keeweenangan yang valid (sah). Keeweenangan didapat deengan tiga (3) 

sumbeer, yaitu Keeweenangan atribusi, keeweenangan deeleegasi, dan 

keeweenangan mandat.11 

2. Teeori Peemeerintahan Deesa 

Peemeerintah Deesa meerupakan leembaga peerpanjangan peemeerintah pusat 

yang meemiliki peeran untuk meengatur masyarakat yang ada di daeerah 

peedeesaan deemi me ewujudkan peembangunan peemeerintah yang meerata. 

Beerdasarkan peerannya teerseebut, maka diteerbitkanlah peeraturan-peeraturan 

atau undang-undang yang beerkaitan deengan peemeerintahan deesa yang 

                                                             
10Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, 

hlm.63 
11Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2008, hlm.87 



meengatur peemeerintahan deesa, seehingga roda peemeerintahan beerjalan deengan 

optimal.12 

Beerdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 

meenjeelaskan bahwa Peemeerintahan Deesa adalah peenyeeleenggaraan urusan 

peemeerintahan dan keepeentingan masyarakat seeteempat dalam siste em 

peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia. Seedangkan Pasal 1 

Angka 3 meenjeelaskan bahwa Peemeerintah Deesa adalah Keepala Deesa atau 

yang diseebut deengan nama lain dibantu peerangkat Deesa seebagai unsur 

peenyeeleenggara Peemeerintahan Deesa. Dan dalam pasal 23 meenjeelasakan 

peemeerintahan diseeleenggarakan oleeh peemeerintah deesa. 

Seedangkan dalam pasal 24 meenjeelaskan peenyeeleenggaraan 

peemeerintahan deesa beerdasarkan asas  

a. Keepastian hukum; 

b. Teertib peenyeeleenggaraan peemeerintah; 

c. Teertib keepeentingan umum; 

d. Keeteerbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profeesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. E efeektivitas dan eefisieensi; 

i. Keearifan lokal; 

j. Keebeeragaman; 

k. Partisipatif. 

 

Teeori-teeori dalam peenulisan ini meembeerikan peetunjuk dan arahan 

keepada peeneeliti di dalam meerumuskan masalah yang akan di teeliti pada judul 

peeneelitian. 

                                                             
12Achmad David Z.A, Kritisasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan 

Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Desa Presfektif Politik Islam, Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 
hlm.36, http://repository.radenintan.ac.id/id/e print/4237, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, 

pukul 15.04 WIB 

http://repository.radenintan.ac.id/id/e


G. Orisinalitas Penelitian 

Peendahuluan skripsi deengan peembahasan meengeenai peeraturan daeerah 

pada fakultas hukum univeersitas jambi dilakukan oleeh Qulil Haq deengan judul 

peelaksanaan peeraturan bupati Meerangin nomor 15 tahun 2016 pada peemilihan 

keepala deesa di keecamatan batang masumai kabupateen Meerangin. Peersamaan 

peeneelitian ini yaitu sama sama meembahas meengeenai peeneerapan peeraturan 

daeerah pada suatu wilayah, seedangkan peerbeedaan dari keedua peeneelitian ini 

adalah obye ek peeneelitian dan wilayah yang diteeliti. Pada peeneelitian teerdahulu 

obyeek yang diteeliti adalah meengeenai peelaksanaan peeraturan bupati Meerangin 

nomor 15 tahun 2016 pada peemilihan keepala deesa di keecamatan batang 

masumai kabupateen Meerangin, seedangkan peeneelitian peenulis meembahas 

meengeenai Peengisian Keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Dusun di Dusun 

Sarana Jaya Keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo Beerdasarkan Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020. Seelain itu juga meemiliki 

peerbeedaan teerkait wilayah yang di teeliti. Pada peeneelitian teerdahulu, peeneelitian 

di lakukan di kabupateen meerangin. Seedangkan peeneelitian saya di lakukan pada 

kabupateen bungo. 

 

H. Metode Penelitian 

Untuk Meengeetahui dan meemahami seecara teerpeerinci meetodee peeneelitian 

yang digunakan dalam skripsi ini, peenulis akan meenguraikan unsur-unsur 

seebagai beerikut : 

 

 



1. Tipe Penelitian  

Tipee peeneelitian dalam peeneelitian ini adalah yuridis eempiris yaitu: "yaitu 

"meelihat peenomeena hukum masyarakat atau fakta sosial dalam 

masyarakat".13 Peendeekatan peeneelitian yuridis eempiris leebih meeneekankan 

pada seegi obseervasinya. Hal ini beerkaitan deengan sifat obyeektif dan eempiris 

dari ilmu peengeetahuan itu seendiri yang beerupaya meengamati fakta-fakta 

hukum yang beerlaku diteengah masyarakat. Dalam peeneelitian ini meelihat 

peeraturan peerundang-undangan yang beerlaku deengan keenyataan di lapangan 

seesuai deengan pokok peermasalahan yang akan diteeliti yaitu Proseedur 

peelaksanaan dan keendala-keendala dalam Peengisian Keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana Jaya Keecamatan bathin III 

Kabupateen Bungo Beerdasarkan Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 

4 Tahun 2020 teentang Badan Peermusyawaratan Dusun 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi peeneelitian adalah teempat dimana peeneelitian itu dilakukan. Adapun 

lokasi peeneelitian pada Skripsi ini yaitu Dusun Sarana Jaya Keecamatan 

Bathin III Kabupateen Bungo. Dan yang meenjadi alasan peenulis meemilih 

lokasi peeneelitian di Dusun Sarana Jaya Kareena peenulis teelah meelakukan 

peengamatan seebeelumnya dan peenulis juga meenjadi salah satu masyarakat 

yang ikut meemilih Anggota BPD di Dusun Sarana Jaya pada tahun 2022, 

oleeh kareena itu peenulis teertarik untuk meelakukan peeneelitian di lokasi teerseebut 

                                                             
 13Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm.124. 

 



3. Penentuan Jenis dan Sumber Data 

  Meenurut Sugiyono, Jeenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang beerbeentuk kalimat atau gambar, 

seedangkan data kuantitatif adalah data yang beerbeentuk angka atau data 

kualitatif yang diangka kan (scoring).14 Dan jeenis data yang di gunakan di 

dalam peeneelitian ini yaitu beerupa data kualitatif. 

Data kualitatif bisa beerupa informasi-informasi yang di peeroleeh dari 

hasil obseervasi dan wawancara di lokasi peeneelitian, yaitu beerupa kalimat 

atau kata-kata bukan beerupa angka yang diguanakan pada jeenis data 

kuantitatif. Peeneelitian kualitatif dimaksudkan untuk meempeelajari seecar 

inteensif teentang latar beelakang suatu keeadaan teerteentu yang ada seekarang dan 

inteeraksi lingkungan suatu unit social, individu, keelompok Leembaga, atau 

Masyarakat.15 Keemudian meenurut Arikunto, Sumbeer data adalah subye ek 

dimana data di peeroleeh, sumbeer data yang tidak valid akan meengakibatkan 

data yang teerkumpul tidak reeleevan.16 Adapun sumbeer data yang digunakan 

dalam peeneelitian ini teerbagi meenjadi dua: 

a. Data Primeer 

Data primeer adalah data yang dipeeroleeh seecara langsung dari sumbeer 

peertama, yakni peerilaku Masyarakat, meelalui peeneelitian.17 Data primeer 

                                                             
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.24 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2002, hlm.120 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2013, hlm.172 
17Suerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm 2 



dapat dikumpulkan seecara langsung dari sumbeer awal atau sumbeer asli 

tanpa peerantara, biasanya dalam beentuk surveei, eekspeerimeen, peengamatan 

atau wawancara. Dan dalam peeneelitian ini, data primeer yang di peeroleeh 

beerupa  hasil wawancara langsung keepada reespondeen yang sudah peenulis 

teentukan teerleebih dahulu. 

b. Data Seekundeer 

Meenurut Sugiyono, data seekundeer adalah data  yang tidak langsung 

diteerima oleeh peengumpul bisa meelalui orang lain atau leewat dokumeen, 

Sumbeer-sumbeer data beerupa peeleengkap yang beerfungsi meeleengkapi data 

primeer.18 Data seekundeer bukan meerupakan sumbeer asli dari subyeek 

peeneelitian, biasanya beerupa buku, Jurnal, maupun tulisan yang 

meendukung peeneelitian. Dan dalam peeneelitian ini data yang di peerole eh 

dari beebeerapa buku, dan jurnal maupun skripsi teerdahulu. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Meenurut Sugiyono, populasi adalah wilayah geeneeralisasi yang teerdiri 

atas; obyeek/subyeek yang meempunyai kualitas dan karakteeristik teerteentu 

yang diteetapkan oleeh peeneeliti untuk di peelajari dan keemudian ditarik 

keesimpulannya.19 Dan yang meenjadi populasi dalam peeneelitian ini 

adalah Peemeerintahan deesa di Dusun Sarana Jaya, Badan 

Peermusyawaratan Deesa (BPD) Dusun Sarana Jaya dan masyarakat 

Dusun Sarana Jaya. 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.26 
 

19Ibid hlm.40 



b. Sampeel meenurut Sugiyono ialah bagian dari jumlah dan karakteeristik 

yang dimiliki oleeh populasi teerseebut.20 Sampeel dalam peeneelitian diambil 

dari seeluruh populasi yang teelah diteetapkan, dan keemudian diteetapkan 

teeknik peenarikan sampeel reespondeen deengan cara teeknik Purposive e 

Sampling, yaitu deengan meeneentukan teerleebih dahulu meeneentukan 

kriteeria bagi reespondeen yang dianggap meengeetahui deengan masalah 

yang diteeliti, yaitu: 

1) Rio dan Seekreetaris Dusun dan satu orang Kaur Peemeerintahan Dusun 

Sarana Jaya. 

2) Keetua dan satu orang anggota Badan Peermusyawaratan Dusun 

(BPD) Peemeerintahan Dusun Sarana Jaya. 

3) Satu orang Tokoh Masyarakat, Tokoh adat Dusun Sarana Jaya 

5. Pengumpulan Data 

Meetodee Peengumpulan Data yang dilakukan dalam peeneelitian ini adalah 

deengan : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah jalan meendapatkan informasi deengan cara beertanya 

langsung keepada reespondeen.21 Deengan meengumpulkan informasi-

informasi teerkait peeneelitian dilakukan meelalui tanya jawab deengan 

reespondeen yang teelah diteentukan, Jeenis wawancara yang peenulis lakukan 

                                                             
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta CV, Bandung, 

2019, hlm.34 

 
21Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian survei, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm. 
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ialah wawancara beebas teerpimpin atau beebas teerstuktur deengan 

meenggunakan panduan peertanyaan yang beerfungsi seebagai peengeendali 

agar prosees wawancara tidak keehilangan arah.22 

b. Studi Dokumeen 

Studi Dokumeen, yaitu suatu cara meengumpulkan data-data dari buku-

buku pustaka yang beerkaitan deengan peermasalahan yang akan diteeliti 

keemudian diolah dan disusun seecara sisteematis. 

Sumbeer Data yang digunakan yaitu : 

1) Data Primeer  

Sumbeer Data Primeer dalam peeneelitian ini meerupakan data dipeeroleeh 

seecara langsung deengan meelalui wawancara deengan para reesponde en 

yang teelah diteentukan.  

2) Data seekundeer 

Data Seekundeer adalah data yang di peeroleeh dari peeneelitian dalam 

Keepustakaan yang meeliputi:  

a) Bahan Hukum Primeer: yaitu teerdiri dari peeraturan peerundang-

undangan, deengan meempeelajari peeraturan peerundang- undangan 

yang ada hubungan deengan peermasalahan yang diteeliti. Maka 

bahan Hukum Primeer yang digunakan adalah: 

i. Undang-Undang Dasar Neegara Reepublik Indoneesia 1945. 

                                                             
22Abu Achmadi, Cholid Narkubo, Metode penelitian, PT Bumi Askara, Jakarta, 2005, hlm 
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ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Teentang 

Peemeerintahan Daeerah.  

iii. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 teentang Peerubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teentang 

Peembeentukan Peeraturan Peerundang-Undangan . 

iv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teentang Deesa 

 

b) Bahan Hukum Seekundeer: yaitu teerdiri dari liteeratur-liteeratur atau 

bahan bacaan ilmiah yang beekeenaan deengan peermasalahan yang 

akan diteeliti. 

c) Bahan Hukum Teersieer: yaitu bahan yang meembeerikan informasi 

teentang bahan primieer beerupa Kamus Beesar Bahasa Indoneesia 

dan Kamus Hukum. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam peeneelitian ini adalah deeskriptif analisis. Meenurut 

Sugiyono analisis deeskriptif ialah meetodee yang digunakan untuk 

meenggambarkan atau meenganalisis suatu hasil peeneelitian teetapi tidak 

digunakan untuk meembuat keesimpulan yang leebih luas.23 artinya, data-data 

yang teereedia baik data primeer maupun data seekundeer keemudian 

dikumpulkan dan diolah seerta disusun seecara sisteematis, keemudian 

diuraikan dan dijeelaskan atau digambarkan beerdasarkan fakta-fakta yang 

                                                             
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.174 

 



ada yang beerkaitan deengan Peelaksanaan peengisian Keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan  Dusun di Dusun Sarana Jaya Keecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo. 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam peenulisan proposal ini teerdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab teerseebut 

teerbagi lagi dalam sub-sub dan sub-sub itu teerbagi lagi me enjadi bagian-bagian 

teerkeecil. Adapun sisteematika peenulisan skripsi ini adalah seebagai beerikut: 

BAB I     : Pendahuluan  

Bab ini meerupakan peendahuluan, yang beerisikan uraian teentang 

latarbeelakang masalah, peerumusan masalah, tujuan dan manfaat 

peeneelitian bab ini, keerangka konseepsional, meetodee peeneelitian dan 

sisteematika peenulisan. 

BAB II    : Tinjauan Pustaka  

Pada meerupakan tinjauan teentang Peemeerintahan Deesa dan Badan 

Peemusyawaratan Dusun  beerdasarkan Peeraturan Daeerah Kabupate en 

Muara Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan tinjaun teentang Badan 

Peermusyawaratan Deesa. 

BAB III  : Pembahasan 

Bab ini meerupakan bab peembahasan seesuai deengan peerumusan 

masalah yang teerdiri dari  proseedur peelaksanaan Peengisian 

Keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana  



Jaya Keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo Beerdasarkan 

Peeraturan Daeerah kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 2020 seerta 

keendala-keendala dalam Peengisian Keeanggotaan BPD teerseebut. 

BAB IV   : Penutup 

Pada bab ini meerupakan bab peenutup yang beerisikan keesimpulan 

dan saran dari apa yang teelah diuraikan peenulis dalam bab-bab 

seebeelumnya. 
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